BUPATI KUTAI KARTANEGARA

PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA

NOMOR 27 TAHUN 2014

TENTANG

JENJANG NILAI PENGADAAN BARANG/JASA UNTUK BADAN
LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM

Menimbang

Mengingat

DAERAH AJI MUHAMMAD PARIKESIT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

a. bahwa dalam rangka melaksanakan Pengadaan Barang

1.

dan/jasa pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah
Sakit Umum Daerah Aji Muhammad Parikesit, sehingga
dapat menjamin ketersediaan barang/jasa yang lebih
bermutu dan lebih murah sehingga dapat mendukung
kelancaran pelayanan Badan Layanan Umum Daerah,
maka perlu mengatur jenjang nilai;

.bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 74

Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum dan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2007
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum Daerah, dalam Pasal 105 disebutkan
Pengadaan Barang dan atau Jasa diselenggarakan
berdasarkan jenjang nilai yang diatur dalam Peraturan
Kepala Daerah;

bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu
membentuk Peraturan Bupati tentang Jenjang Nilai
Pengadaan Barang/Jasa untuk Badan Layanan Umum
Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Aji Muhammad
Parikesit;

Pasal 18 ayat (6), Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang

Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun
1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di
Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang, (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1820);
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3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 60, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan
Lembaran Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4844),

5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5063]);

6. Undang Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah
Sakit (Lembaran Negara Repunlik Indonesia Tahun 2009
Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5072);

7.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4389);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun
2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5340);

10. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden
Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah (Berita Negara Nomor 310);



Menetapkan

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia

Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;

13. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 12 Tahun

2011 tentang organisasi dan Tata Kelola Rumah Sakit
Umum Daerah Aji Muhammad Parikesit Kabupaten Kutai
Kartanegara;

MEMUTUSKAN :

: PERATURAN BUPATI TENTANG JENJANG NILAI

PENGADAAN BARANG/JASA UNTUK BADAN LAYANAN
UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AJI
MUHAMMAD PARIKESIT

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.

2.

Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah
sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah
Aji Muhammad Parikesit.

. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya

disingkat BLUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Aji
Muhammad Parikesit Kabupaten Kutai Kartanegara,
yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada
masyarakat berupa penyediaan barang/jasa yang dijual
tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam
melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip
efisiensi dan produktivitas.

. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD yang selanjutnya

disingkat PPK-BLUD adalah Pola pengelolaan keuangan
yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk
menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk
meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam
rangka memajukan kesejahteraan umum dan
mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian
dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada
umumnya.

Fleksibilitas adalah Keleluasaan pengelolaan
keuangan/barang BLUD pada batas-batas tertentu yang
dapat dikecualikan dari ketentuan yang berlaku umum.

Unit Layanan Pengadaan yang selanjutnya disingkat
ULP adalah unit organisasi pemerintahan yang berfungsi
melaksanakan pengadaan barang/jasa di K/L/D/I yang
bersifat permanen, dapat berdiri sendiri atau melekat
pada unit yang sudah ada.

Pejabat Pengadaan adalah Personil yang memiliki
sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa yang
melaksanakan pengadaan barang/jasa.



(1)

(2)

(1)

(2)

3

8. Hibah terikat adalah hibah yang peruntukan dan / atau
waktunya ditentukan oleh pemberi hibah.

9. Hibah tidak terikat adalah hibah yang peruntukannya
tidak ditentukan oleh pemberi hibah.

BAB II
PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA

Pasal 2

Pelaksanaan pengadaan barang/jasa pada BLUD dilaksanakan
berdasarkan ketentuan yang berlaku bagi pengadaan barang/jasa
pemerintah.

Pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
berdasarkan prinsip efisien, efektif, trasparan, terbuka dan bersaing,
adil, tidak diskriminatif dan akuntabel.

Pasal 3

Dalam melaksanakan prinsipnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
ayat (2) BLUD diberikan fleksibilitas berupa pembebasan
sebagian/seluruhnya dari ketentuan terhadap pengadaan barang/jasa
yang sumber dananya berasal dari:

a. jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat;

b. hibah tidak terkait yang diperoleh dari masyarakat atau badan
lain;dan

c. hasil kerjas sama BLUD dengan pihak lain atau hasil usaha lainnya.

Fleksibilitas barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan
ditetapkan oleh direktur dengan persetujuan Bupati.

Ketentuan pengadaan barang/jasa yang ditetapkan oleh direktur
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dapat menjamin
ketersediaan barang dan/atau jasa yang lebih bermutu, lebih murah,
proses pengadaan yang sederhana dan cepat serta mudah
menyesuaikan dengan kebutuhan untuk mendukung kelancaran
pelaksanaan pelayanan BLUD.

Pasal 4

Fleksibilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berupa pemberian
batasan terhadap besaran jenjang nilai pengadaan barang/jasa dari
ketentuan yang berlaku bagi pengadaan barang/jasa dengan batasan
sebagai berikut:

a.

pengadaan barang/jasa dengan nilai sampai dengan Rp.1.000.000.000,-
(Satu Milyar Rupiah) dibebaskan dari ketentuan peraturan perundangan-
undangan yang mengatur tentang pengadaan barang/jasa dan dapat
dilakukan dengan metode pengadaan langsung dan atau swakelola;dan

pengadaan barang/jasa dengan nilai diatas Rp.1.000.000.000,- (Satu
Milyar Rupiah) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan pengadaan barang/jasa.



Pasal 5

Pelaksanaan pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
huruf a dilakukan oleh pejabat pengadaan.

BAB 111
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan apabila
dikemudian hari ternyata terdapat kekurangan dan kekeliruan akan

diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai

Kartanegara.
Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 20 Oktober 2014
BUPATI KUTAI KARTANREGARA,
ttd
RITA WIDYASARI

Diundangkan di Tenggarong
Pada tanggal 21 Oktober 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
ttd

D I Y.
NIP. 19680302 199403 1 011

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
TAHUN 2014 NOMOR 27

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI HUKUM
,

NIP.196711021986031001



